SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 105 TAHUN 2021

TENTANG

KETENTUAN PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang :a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 11
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, pelimpahan kewenangan
penggunaan anggaran ditetapkan oleh Kepala Daerah atas
usul Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;

b. bahwa untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah
yang tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, perlu mengatur tentang pelimpahan
kewenangan penggunaan anggaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Ketentuan Penunjukan Kuasa Pengguna
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkup
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor



72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 25);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PENUNJUKAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH
LAUT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah
Laut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD
adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau
beberapa Program.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan,
dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah Kepala
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut
sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang ditunjuk
dan ditetapkan menjadi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat yang
berwenang dan bertanggungjawab atas penggunaan anggaran pada SKPD
yang bersangkutan.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat
yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk
menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi
tata usaha keuangan pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk
membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran
kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen
yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas
Beban pengeluaran DPA SKPD.

Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja
dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran
untuk membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat
daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai
pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan
melalui mekanisme pembayaran langsung.

Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut LS adalah Pembayaran
Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas
dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja
lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah
tambahan uvang muka yang diberikan kepada  bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai
pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP
dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.

BAB II
PENUNJUKAN KPA

Pasal 2

PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit
SKPD selaku KPA.

Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dengan mempertimbangkan besaran anggaran kegiatan, lokasi
dan/atau rentang kendali.

Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Bupati atas usul kepala SKPD, melalui PPKD.

Pejabat yang dapat diusulkan/ditunjuk sebagai KPA adalah:

a. Asisten Sekretariat Daerah atau Kepala Bagian Sekretariat Daerah;
Kepala Bagian Sekretariat DPRD;

Pejabat Eselon III Badan/Dinas/Lembaga Lain; dan

Lurah.

oo



(9)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), PA atas usul KPA menetapkan PPK unit SKPD.

Pasal 3

Pelimpahan kewenangan oleh PA kepada kepala unit SKPD selaku KPA,
yang didasarkan besaran anggaran kegiatan, dapat dilakukan apabila
besaran anggaran keseluruhan SKPD sebesar Rp100.000.000.000,00
(seratus miliar rupiah) atau lebih.

Pelimpahan kewenangan oleh PA kepada kepala unit SKPD selaku KPA,
yang didasarkan besaran anggaran kegiatan, dapat dilakukan apabila
besaran anggaran belanja modal dan belanja barang/jasa unit SKPD
minimal 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan anggaran belanja
modal dan belanja barang/jasa SKPD.

Pengajuan penetapan kepala unit SKPD sebagai KPA sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Surat Keterangan dari Kepala
SKPD sebagai PA yang menyatakan besaran anggaran belanja modal dan
barang/jasa pada unit SKPD tersebut, dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pelimpahan kewenangan oleh PA kepada kepala unit SKPD selaku KPA,
yang didasarkan atas rentang kendali dan/atau lokasi unit SKPD,
berlaku khusus bagi BLUD Rumah Sakit, BLUD Puskesmas, dan
Kelurahan.

Pasal 4

Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih
pelimpahkan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala
Unit SKPD selaku KPA.

Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, PA dapat mengajukan kembali pejabat
yang baru sebagai KPA sementara atau KPA definitif.

BAB III
KEWENANGAN KPA

Pasal 5

Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja;

b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;



(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam
batas anggaran yang telah ditetapkan;

e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
dan

g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, KPA bertanggung jawab kepada PA.

Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari

kewenangan SKPKD, PA dapat melimpahkan kewenangannya memungut

pajak daerah kepada KPA.

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit SKPD

selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.

Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA

bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu

oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas

pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Lurah yang ditunjuk sebagai KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (4) huruf d, mempunyai wewenang melaksanakan kegiatan yang

bersumber dari Dana Alokasi Umum Tambahan.

BAB IV
ATURAN PERALIHAN

Pasal 6

Penunjukan KPA SKPD yang dilakukan sebelum terbitnya Peraturan Bupati
ini, akan tetap berlaku sampai berakhirnya tahun anggaran berjalan, dan
akan disesuaikan ke tahun anggaran berikutnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Tanah Laut.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

ALFIRIAL, S¥, MH
NIP. 19750203 199993 2 008

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 25 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,
Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 25 November 2021

BUPATI TANAH LAUT,
Ttd

H. SUKAMTA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021 NOMOR 105



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : TAHUN 2021
TANGGAL

KOP BADAN/ DINAS/ KANTAOR

SURAT KETERANGAN
Nomor: ...cooovvevvvvvinnnn.

Yang bertandatangan dibawah ini
Nama

NIP
Jabatan : (Kepala Badan/Dinas/Kantor)

Menerangkan bahwa anggaran belanja modal dan belanja barang/jasa

Bidang/Bagian........... (unit SKPD) adalah sebesar ................. dari total
keseluruhan anggaran belanja modal dan belanja barang/jasa Dinas/Badan
................. (Nama SKPD) Tahun Anggaran .................... Yyaitu sebesar

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai bahan selanjutnya.

Pelaihari. ........ [oeenennn , 202...

Kepala Dinas /Badan (SKPD)

( nama )
NIP
SALINAN SESUAI DENGAN ASLIFYA
P KUM
SEKRETARIAT DAERAH BUPATI TANAH LAUT,
Ttd
H. SUKAMTA

ALFIRIAL, S¥, MH
NIP. 19750203 199903 2 008




